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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  60  TAHUN  2005 

 
TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT 

KERTAS KRAFT ACEH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh, 
dipandang pelu melakukan Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh; 

 
 

b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah tersebut 
berasal dari Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara – Perubahan Kedua Tahun 2005 sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2005; 

 
 
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Pemerintah ke Dalam Modal Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh; 

 
 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3587); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4549); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 tentang 

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 
Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang 
Industri Kertas Terpadu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 55); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 
Perusahaan Persroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4101); 

9. Peraturan . . . 
 
 


